
  

BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

Menimbang a. 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 
TIAN Ds TTenah Ns TE Mahisa DN1T tama Dimasa hana 

Bupati Barito ULGAIA MNOINOI 19 LAU LULI tentang 4 cnjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Barito 

Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Barito Utara Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Alamin aL TaAl, DNA 

Anggar ali Pendapatan Dan Belanja Daer ati Tahun Anggar All LV 15: 

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 rentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Krpolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan 
tai KV nnanaA 
LA LL LM AAL HAL 

LINA NA Da Da Tr Dan 5 Mar Penerima Pensiun atau Tunjangan, Peraturan Mei 

Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan 

Pencrima Pensiun atau Tunjangan, Surat Mcntcri Dalam Ncgeri 

Nomor 903/3386/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya 

(THR) dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD, maka 

Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan 

perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito 
T Iklim « 
utara,



Mengingat 1. 
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
asahashimann talah haharnman Iral: Asrihah taralrhin Anna TImAana 
Seyagairrnana Kian SESI apa Kasi GIUYAN LET AKINITr GCngan viGarng 

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 

Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat IN di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Na sx Darash An Dahsna As KY amamas Kal An N amati ama 
Cgara yang SCTSii Gan voCoaS Gali XOI UPSi, AOLUSi Gari INC PO LASINIC 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Na aan malam NT D.- “11:17 Tan An Tak, DIA NA 
IN yaa (Lcmbar. @ii nCgara NCpuLiK Indoncsia LAU LUVUVT NOIIO0I 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

TTa Anang ITn Ana Nasmane TCL Dalkaana DNNA tam Dn Tar 1 
Yi Garig- Undang 1NOITIOI LI LALU LYUVT tu 1 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Dawan aan Dam hama man Naainan 1 maha Na Dasa hl:l- 
IS Siak 4 CILLVALIYUIIALI INAOIOTIAL (Lembaran “Cgara NP UK 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
DAN NX TON Mawmahaha T memanah nana NN D- “ntar Ta Aman 
2009 iYOriOr LIY, 1 Gilivanari IA YAL ALI “Cgara NCpPUMiIK LLLMAULIK DLA 

Nomor 5049), 

T Tan Ana Xx AA NT - DD Mak. DNA A Damn mma Nan 
Undang-Undang 1NOIO01Tr MI LANuri MIL T rcntang LL NAIK LL LOL ALL 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Ak T Tam Anam TT -A — MX nun DD PPN oa Tentama (MAA an Ai aX - A bo Xam ban 
ALA OMA VL1LAOAL1R Nomor LHO 4 All Uti LOLT KAL 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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19. 

Dian tanah Di kaan - 
s4 YL ALA Dl LX Criri ACA LNY11140J1 LL L ALL AL 

Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Ta AA ANA NT na na CL 
Indoncsia 1NY111091 JD 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Dam mala XX un mala nana NI Un151-» Tan Ana na Pala DANE 
1 €4 ini vangaii (Lcmbar AdLi nCgara Republik Indoncsia da @uluri MKUINJOI 

Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Dar Dawmarintah Namanr AK abain DNAN tamtar Damaihahar 
L eraturan £ CIKICIIIILAII NOKIOTI OI Tahun KI LU cCritang xCruvanari 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
200 Na TAN TVamabahamn T nahan NAsnen Damara hhlalz Tanda na ain 
2005 INOITIOT LTY, Larnivbanan LAAALYVAI ALI IN yaa IN PURA LLLMAULIA DOLA 

Nomor 4578), 

Di 20X3 Dina H2 Nama na LE MPalhyan DNAN tambnar D-Anan 
LALALAL Dit LX LLLA LIL ALA LN Vl1101o VI LOLA LYUYVOD ccntang 4 KMYVLLLALL 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Karranann Aan Kimarin Inatanar Damarimtah IT arahan n Nasar 
AM ALI HULL VGIL 1rilICIJA AISLAanSI £ CINMEririAn KL VAT ULL LOLA 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
RKA Mamhaha T xomhanmna Nasnun Diam ihlal: Ta Aam aan Namin KDI. 
33) 4 Gilivanarn AM ALALYJOAA DLL Ncgar Aa KCpULiIK ALLMULAC OLA LNYUALL1YVA JL 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
IT mmhamaa Nagan Dasarahhlal: Ta daa anin Pahaya DNTD Nama £ 

He A11Y A1 ALL IN yaa INA PA WHLLA LL LAUL IA DA 4 A44 All LAB NOITIOTr 33 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 

ma nta kh Na Aw 10 Dalan DN t t Ya 
Pare) KULI LOL HAK 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
mama la nana XII Tenan nina abaya Manan nan en Pecmbcrian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Kctiga Bclas Kcpada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan 

Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Diam alhli1: Tn An NT - LINA. 
CPU DIK Indoncsia INOITLOT S20 1 5 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
NA NA Dawn mxalala an TT xx HA LN Ta ama ana ani ma Aan pedoman Pengclolaan Kcuangan Dacrah scbagaimana tclah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Tn Adamaasa Tahsin DN1T1 Nama DIN. 
ANGONCSIA LANUTN 4ViAL NOINOT OLU), 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
amengagamnn Nanrmaran Damdamntan Aan Dalnnin Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 
Tam Anam maa Wa lan (MV LX N mam aan KNT7 AN 
AT1GO0T1C Sia LALUII LVULU NO1O1 O/ Tj, 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S2/ PMK. OS/ 2018 tentang 
AAA. Dawmaha AN DA 113 Dr al, Mal D-lal At Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau 

Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677), 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Ma asah Y alan nnti Doasitka TTtasan Dalang NINA Nama mn D9 Masa anlanua 
WMA Ali LAJU PALA 41 JOALILV VLALA 1 ALL LULUV INYVLLUYVI SJ), 4 ADLLLVDALLALL 

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1), 

ANAK. TNS ah Fals Da TT4 NT ama ma DN Dal. DNA .Pcraturan Dacrah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6), 

N
 4S
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 75 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 75 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Berita Dacrah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah 

diubah dengan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 75 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 9), diubah sebagai berikut:



»w 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara 
Saat Lx aman malah DA 1 1LA ON7T7 OKA TON NAN Kh Xt n ai hah Anin alah 
S€iriuja ML J ALA ALA Np La LOTLOYP AT LOTT LL IU,YY MC LALLLVALAL SU HiL11AL1 

Rp 43.721.768.891,00 sehingga menjadi Rp 1.208.529.623.621,00. 

Pasal 1 

(1). PENDAPATAN : 
DANA DEDINMADANNDAN 
LILKANL AK OX LOR AVA LP ML YNA RAN 

1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak: 

  

  

  

  

  

  

- Semula Rp. 141477.8465.000,00 

- Bertambah/ (berkurang) Rp. 496.364.354,40 

Jumlah setelah perubahan Rp. 141.974.210.354,40 

2. Dana Alokasi Khusus: 

- Semula Rp. 171.230.563.000,00 

- Bertambah/ (berkurang) Rp. 101.000,00 

Jumlah setelah perubahan Rp. 171.230.664.000,00 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah : 

- Semula Rp. 0,00 
2 D-atAama hah / lh aslam DA TO KAT7D NN MN NA 
IMA CALLLYJALAL/ 4 AAL ALS) IM. LS IL IL VJYJA YYJY yYJY 

Jumlah setelah perubahan Rp. 19.673.000.000,00 

(2). BELANJA : 

BELANJA TIDAK LANGSUNG : 

Belanja Hibah : 

- Semula Rp. 48.554 .490.000,00 

- Bertambah/ (berkurang) Rp. 951.000.000,00 

Jumlah setelah perubahan Rp. 49.505.490.000,00 

BELANJA LANGSUNG : 

1. Belanja Pegawai : 

- Semula Rp. 62.922.011.000,00 

Bertambah/ (berkurang) Rp. 3 125.790.872.00 

Jumlah setelah perubahan Rp. 66.347.804.873,00 

2. Belanja Barang dan Jasa : 

- Semula Rp. 183.515.525.059,00 

- Bertambah/ (berkurang) Rp. 15.810.175.274,00 

Jumlah setelah perubahan Rp. 199.325.700.333,00 

3. Belanja Modal : 

- Semula Rp. 241.399.038.875,00



  

- Bertambah/ (berkurang) Rp. 23.534.799.744,00 
Tasmalah antalah mnmaihaA lan Dn DKLA DD OJO KTA NN 

Y LiLilOii OLX ilaLt P4 AJALLALI NP. aa IT» TON JIN IL Sy VW 

3. Ketentuan pada Ypapiran 1 1, , angin II, dan Lampiran III diubah, sehingga 
NINA AaAbanni ma n Anln Tamara T Nama IT Aa T Aa aan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Ditetapkan di Muara Teweh 

pada tanggal 26 Juni 2018 

“BUPATI BARITO UTARA, 
PP 

    

pada tanggal 26 Juni 2018 raat 

ETARIS DAERAH 

  

BERITA 1 DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

CI 

ad FAUZI


